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BAB IV  

PENUTUP 

A. Simpulan: 
 

Berdasarkan Penelitian dan pembahasan diatas tentang Penyelesaian 

Sengketa Dalam Penetapan Ganti Kerugian Hak Atas Tanah Untuk 

Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Pada Ruas Padang-Sicincin, 

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

 

1.  Penyelesaian sengketa antara pemerintah dan pemegang hak atas tanah 

terhadap keberatan nilai ganti kerugian dilakukan dengan tahapan 

musyawarah melalui sosialisasi dan negosiasi kepada masyarakat 

pemegang hak atas tanah. Namun, jika tahap ini tidak mencapai 

kesepakatan, pemerintah melakukan mekanisme konsinyasi terhadap 

pemegang hak atas tanah yang keberatan, sehingga mereka dapat 

mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Pariaman. Dengan 

demikian, proses ini memastikan bahwa semua pihak memiliki 

kesempatan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan. 

2. Mekanisme penetapan ganti kerugian oleh pemerintah kepada 

pemegang hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Padang-

Pekanbaru pada ruas Padang-Sicincin dilakukan dalam 4 (empat) 

tahapan: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. 

Pada pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru pada ruas Padang-

Sicincin,  pihak instansi pemerintah melakukan mekanisme ini sebagai 
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dasar pelaksanaan untuk memberikan ganti kerugian kepada 

masyarakat sebagai pihak yang berhak dan pemegang hak atas tanah. 

B. Saran: 
 

1. Hendaknya Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang 

membutuhkan tanah memberikan upaya hukum non-litigasi atas keberatan 

atau penolakan ganti kerugian oleh masyarakat pemegang hak atas tanah 

yang dapat diajukan permohonannya kepada masing-masing instansi 

tertinggi yang berwenang di masing-masing daerah, yaitu walikota, bupati, 

dan gubernur. Kepala daerah kemudian mempertimbangkan pendapat dan 

keinginan masyarakat pemegang hak atas tanah yang menjadi dasar untuk 

mengukuhkan penetapan nilai ganti kerugian. Dasar penilaian tetap 

didasarkan pada nilai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi 

Bangunan sebagai nilai terendah dan harga pasar sebagai nilai tertinggi. 

Apabila dalam keputusan Gubernur, Bupati/Walikota mengubah nilai ganti 

kerugian, maka nilai tersebut disampaikan kepada Tim Penilai dan Instansi 

yang memerlukan tanah untuk kemudian menjadi dasar pelaksanaan ganti 

kerugian. Apabila masih terjadi kegagalan, maka barulah keberatan dapat 

diajukan ke pengadilan negeri setempat.  

2. Hendaknya pada proses penetapan ganti kerugian, rencana para pihak 

untuk membuat kesepakatan diatur secara lebih terperinci dan sistematis 

mengenai batasan metode penilaian harga ganti kerugian. Selain itu, perlu 

dibuat peraturan lebih lanjut mengenai pelanggaran kewajiban yang 

mungkin saja terjadi oleh Tim Penilai. Peraturan ini diharapkan akan 
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menjadi pedoman dasar yang bersifat wajib dipenuhi oleh seluruh penilai 

pertanahan di Indonesia.  
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